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Abstrak

Penelitian inik membahas ‘pelaksanaan proseS penyusunan rencana kerja
pembangunan di _Desa Embala tahun 2014. Penyustnan rencana kerja
pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan ‘peraturan penundang-undangan
gunarmewujudkan perencanaan yang menjawab kebutuhan masyarakat. Tujuan
dari’ penelitian ini adalah untuk' mengetahui bagaimana pelaksanaan proses
penyusunan-rencana kerja pembangunan di Desa Embala tahun 2014. Teori utama
yang digunakan adalah mengenai langkah-langkah perencanaan pembangunan
yang bottom-up. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik
pengumpulan data berupa observasl, wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian® menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penyusunan rencana kerja
pembangunan di Desa Embala belumi optimal. Hal tersebut dikarenakan pada
pendusuran masalah pembangunan belum menemukan sasaran yang tepat.
Penelitian ini berimplikasi pada“pemahaman unsur-unsur perencana tentang
penyusunan rencana kerja pembangunan desa yang berdasarkan langkah-langkah
perencanaan bottom-up.

Kata-katakunci: perencanaan, pembangunan, desa, bottom-up
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Abstract

This research discusses the implementation process of organization work plan
development in the Embala Village in 2014. The“planning of rural. devel opment
work carried out by the legislation in order to create plansithat meet the needs of
society.sThe purpose of this study was to determipe how the implementation of the
wor krplan development process in Embala village in 2014. The main theory used
isgabout bottem-updevelopment planning steps.. This study used qualitative
methods of«data collection techniques such as observation, interviews and
documentation. The results showed that“the implementation of the “work plan
development process in the village Embala is not optimal. That is because in
search of development issues have yetto find the right target. This research has
implications for understanding the elements of a work plan planner rural
devel opment measures based bottomeup planning.

Keywords: planning, devel opment, rural, bottom-up
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam = sistem
pemerintahan .Negara Kesatuan
Republik Indonesia (UU No. 06 Thn
2014). Pembangunan Desa, dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan

menjadi. perhatian yang serius bagi

pemerintah. Berbagai  peraturan
perundang-undangan telah
dikeluarkan  pemerintah  sebagal

upaya | percepatan
desa. Dadam UU Nemor 06 Tahun
2014, Pasal 4 menyatakan—bahwa
salah satu twjuan pengaturan desa

pembangunan

adalah memperkuat masyarakat Desa
sebagal subjek pembangunan. Ofeh
karena itu, perencanaan
pembangunan desa diselenggarakan
dengan mengikutsertakan masyarakat
desa agar masalah pembangunan di

desa dapat terserap serta
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pemanfaatan potensi desa dapat di
maksimalkan.

Untuk memberikan acuan
dalam perencanaan pembangunan
desa, maka pemerintah
mengeluarkan Permendagri  Nomor
66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan
Pembangunan Desa. Perencanaan
pembangunan desa akan
menghasilkan  ‘dekumen  berupa
RencanaPembangunan
Menengah Desa (RPIMDes) dan

Rencana  Kerja

Jangka

Pembangunan
(RKPDes). Sebagal penerapan dari
sla ke-4 Pancasila, maka daam
perencanaan pembangunan  desa
ditempuh melaui jalan musyawarah
yang dikenad dengan idilah
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa.

Rencana Kerja Pembangunan
Desa (RKP-Desa) adalah’ dokumen
perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun merupakan . penjabaran dari
RPIM-Desa yang memuat rancangan
kerangka ekonomi desa, dengan
mempertimbangkan kerangka
pendanaan yang  dimutahirkan,
program prioritas  pembangunan
desa, rencana kerja dan pendanaan

serta prakiraan maju, baik yang
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dilaksanakan

pemerintah desa maupun yang

langsung oleh

ditempuh dengan mendorong

partisipas masyarakat ~ dengan
mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan RPIM-Desa
RKP-Desa merupakan input yang
diperlukan pemerintah daerah dalam
menyusun Rencana Kerja

Dagrah _ setelah
ditingkat

kecamatan. Dalam penyusunan RKP-

Pembangunan
melalui musyawarah

Desa diharapkan adanya prakarsa-
prakarsa .yang muncul - dari
masyarakat,’ karena perencanaan
pembangunan di  tingkat desa
merupakan ujung tombak  dari
perencanaan  buttomrup  dalam
perancanaan pembangunan nasional
secara keseluruhan.

Desa Embala sebagai salah
satu unit pemerintahan”yang-berada
dibawah pemerintahan'NKRI' wajib
menyusun rencana kerja
pembangunan desa (RKP-Desa):
Daam penyusunan rencana kerja

pembangunan di Desa Embala tidak

terlepas dari permasal ahan-
permasalahan yang berkaitan dengan
pel aksanaannya. Permasal ahan-

permasalahan tersebut diindikasikan
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dengan tidak terserap dengan
maksimal mengenai permasalahan
pembangunan desa serta
pemanfaatan potensi yang belup
optimal. Selain adanya indikas
masalah, fakta
menunjukkan sebagian data-data

dilapangan

desa_yang digunakan sebagai bahan
perencanaan.tidak lengkap sertatidak
diperbaharui (tidek up to date),
adanya program pembangunan yang
tidak ‘tepat sasaran, serta ‘sebagian
perwakilan RT tidak hadir dalam
musrenbang desa.
Apabila

paradigma pembangunan,.di era ini

ditimbang  dari
yang lebih menitikberatkan
pemberdayaan masyarakat melaui
pelibatan masyarakat balk secara

langsung maupun tidak langsung,

maka dalam perencanaan
pembangunan desa harus
menggunakan pendekatan

perencanaan partisipatif yang berasal
dari bawah (buttom-up). Oleh karena
itu, beranjak dari permasalahan
dalam penyusunan rencana kerja
Desa Embala
penulis ingin mengkaji lebih dalam

pembangunan  di

mengenai  pelaksanaan penyusunan

rencana kerja pembangunan desa
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berdasarkan paradigma
pembangunann partisipatif.
2. Rumusan Permasalahan
Berdasarkan fenomena yang
telah dikemukakan pada judul
sebelumnya, maka rumusan
permasalahan pada penelitian ini
adalah: “Bagaimana pelaksanaan
langkah penyelidikan,.~perumusan
masalah, identifikas daya dukung,
perumusan tujuan, penetapan
langkahs™ rinci,» "dan  merancang
anggaran dalam penyusunan rencana
kerja pembangunan (RKP) di Desa
Embala
Kabupaten Sanggau Tahun 2014?”

3. Tujuan Pendlitian

Kecamatan Parindu

Berdasarkan rumusan
permasal ahan diatas, maka penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan
dan menganalisis pelaksanaan proses
penyusunan
Pembangunan. Desa Embala tahun
2014 berdasarkan langkah-langkah:

penyelidikan, perumusan masdah;

Rencana Kerja

identifikasi daya dukung, perumusan
tujuan, penetapan langkah rinci, dan
merancang anggaran.
4. Manfaat Penelitian
Penelitian  ini
dapat menambah

diharapkan

menambah
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wawasan kellmuan bagi mahasiswa
dan seluruh  pembaca, serta
memberikan masukan kepada pihak-
pihak yang terlibat dalam
penyusunan RKP-Desa Embala, baik
itu tim penyusun RKP Desa,
masyarakat desa, pemerintahan desa,

pemerintah  kecamatan, maupun
pemerintahan daerah yang
memberikan pembinaan dan

pengawasan i dalam
RKP-Desa.

penyusunan

B. KERANGKA TEORI DAN
METODOLOGI
1. Kerangkateori
Dalamn sistem perencanaan
pembangunan nasional, desa
memiliki kewenangan untuk
menyusun . rencana pembangunan
desa sebagai _pola penggalian
gagasan, kebutuhan dan aspiras
masyarakat. Dasar hukum dalam
perencanaan  pembangunan  desa
antara lain UU Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
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Tentang Desa, dan Peraturan Menteri
Daam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
Tentang Perencanaan Pembangunan
Desa.

Daam Undang-Undang
Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 80 Ayat
1 menyatakan perencanaan
pembangunan desa diselenggarakan
dengan mengikutsertakan-masyarakat
desa. Perencanaan” desa merupakan
perencanaaan” lahir; dari ~ bawah
(bottom:up) bukan lahir dari atas
(top-down) atau pemerintah daerah.

Penyusunan rencana
pembangunan desa berdasar pada
Peraturan Menteri Dalam  Negeri
(Permendagri) Nomon 66 Tahun
2007 adalah untuk meningkatkan
efektifitas pelaksanaan perencanan
itu sendiri. Untuk menganalisis
bagaimana pelaksanaan penyusunan
RKP Desa Embala tahun 2014, maka
peneliti meggunakan teori imengenai
langkah-langkah
pembangunan
dikemukakan oleh Alexander Abe
(2001:100) yang meliputi langkah-
langkah:

a. Penyelidikan merupakan sebuah

perencanaan

partisipatif —yang

proses untuk mengetahui,

mengenali, dan mengumpulkan
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persoalan-persoalan bersifat lokal
yang berkembang di masyarakat.
b. Perumusan masalah merupakan

proses andlisis atas informasi, data

dan pengalaman hidup masyarkat.
c. ldentifikas daya dukung
merupakan proses anaisis

keseluruhan aspek yang bisa
memungkinkan terselenggaranya
aktifitas dalam..mencapai tujuan
dan target yang telahditetapkan

d. Perumusan tujuan merupakan
proses merancang kondis Yyang
hendak dicapal dengan
mempertimbangkan hasil analisis
masalah dan potensi desa.

e. Penetapan lagkah rinci
merupakan proses menyusun apa
sgja yang akan dilakukan untuk
mencapal suatu tujuan.

f. Merancang anggaran
merupakan—suatu usaha untuk
menghitung alokasi anggaran atau
sumber daya yang'tersedia.

2" Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif agar data
yang diperolen kompleks dan
pemaparannya lebih jelas.

Pendekatan kualitatif adalah suatu
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pendekatan
mengungkapkan Situasi sosial

penelitian yang

tertentu dengan mendeskripsikan
kenyataan dengan benar, dibentuk
oleh kata-kata berdasarkan teknik
pengumpulan dan analisis data yang
relevan yang diperoleh dari situasi
yang alamiah (Satori, Djama’an.dan
Aan Komariah, 2012:25): Pemilihan
metode ini _bertujuan_ untuk
memperoleh.gambaran keadaaan dan
data yang holistik atau menyeluruh,
kompleks, dinamis, penuh makna,
dan lebih jelas. Teknik pengumpulan
datanya adalah dengan wawancara,
observasi, dan dokumentas. Teknis
analisis data terdiri dari beberapa
tahapan yaitu reduks data, penyagjian
data,” dan penarikan kesimpulan.
Selanjutnya untuk
keabsahan data digunakan teknik

triangulasi;, pada penelitian ini

menguji

penulis menggunakan  triangulasi
sumber dan teknik. Lokas penelitian

Embala
Kabupaten

bertempat  di Desa
Kecamatan  Parindu
Sanggau. Adapun yang menjadi
subjek  Penditian idah  Tim
Penyusun RKP Desa Embala tahun
2014, Lembaga Kemasyarakatan
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Desa Embala dan Masyarakat Desa
Embala
C.HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Perencanaan  pembangunan
desa merupakan suatu panduan atau
model penggalian potensi dan
gagasan pembangunan desa yang
menitikberatkan pada peranserta
keseluruhan

proses pembangunan, Daam

masyarakat ~ dalam

pembangunan desa itu " sendiri
terdapat berbagali usaha peningkatan
kuadlitas  sumberdaya™ manusia
pedesaan dan masyarakat secara
keseluruhan yang dilakukan secara
berkelanjutan  berlandaskan pada
potenst dan kemampuan perdesaan.
Dengan adanya Perencanaan
Pembangunan Desa vyang' baik
diharapkan  dapat  memberikan
dampak-. -yang~ positif = terhadap
kesgjahteraanw masyarakat  desa
Embala. Untuk mewujudkan suatu
penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa)
yang baik maka mengeluarkan
peraturan-peraturan sebagai pedoman
dadam melaksanakan perencanaan
pembangunan desa. Daam

Permendagri Nomorr 66 Tahun 2007
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Tentang Perencanaan Pembanggunan
Desa didaamnya mengisyaratkan
agar perencanaan pembangunan desa
dilandaskan pada prinsip
pemberdayaan, partisipatif, berpihak
pada masyarakat, terbuka akuntabel,
selektif, dan efektif,

keberlanjutan dan cermat, preses

efisens

berulang serta penggalianinformas.
Permasal ahan dalam
penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan DeSa terjadi karena
pelaksanaannya yang belum sesual
dengan kaidah-kaidah dalam sebuah
perencanaan di  daam instans
diarahkan  pada

pembangunan

publik, . yang
perencanaan
partisipatif yang berasal dari bawah
(buttom-up). Untuk itu, dalam
penyusunan rencana kerja
pembangunan  desa  seharusnya
digunakan’, suatu ~model- atau
kerangka kerja tertentu | untuk
memudahkan para pelaku perencana.
Untuk mengandisis
pelaksanaan  proses  penyusunan
rencana kerja pembangunan desa
Embala tahu 2014 maka peneliti
menggunakan teori Alexander Abe
langkah-langkah

perencanaan yang buttom-up yang

tentang
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terdiri dari langkah-langkah

penyelidikan, perumusan masalah,

identifkasi daya dukung, perumusan

tujuan, penetapan langkah rinci, dan

merancang anggaran.

1. Penyelidikan
Langkah

preses perencanaan pembangunan

pertama dalam

yaitu menyelidiki, yaitu sebuah
proses untuk mengetahui, mengenali,
dan  mengumpulkan™:, persoalan-
persodlan bersifat  lokalw. yang
berkembang di masyarakat (Abe
2001:100).

menyusun

Perencanaan  yang

program-program
pembangunan di suatu daerah harus
melakukan kebutuhan
Mmasyarakat (community need

andlisis

analysis) agar benar-benar dapat
memenuhi  kebutuhan, dan ‘bukan
sekedar membuat daftar keinginan
(list of .wants)-yang bersifat sesaat.
Menurut Djohani ada banyak metode
daam pegkajian.« desa secara
partipatif, namun metode yang utama
yang paling umum digunakan yakni:

1. Kgjian dokumen

2. Lokakarya (workshop)

3. Pengamatan lapangan
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1.1 Kgjian dokumen

Kagian dokumen yaitu kgjian
data yang sudah pernah disusun
sebelumnya. Apabila data mash
relevan, kajian desa dapat dilakukan
dengan melakukan kajian dokumen
yang tersedia. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan
peneli diketahui bahwa tim penyusun
RKP Desa Embala tahun 2014 juga
melakukan kajian  dokumen/data
sekunder. Dokumen yang @ dikaji
antara lain sketsa desalpeta desa,
RPIJM Desa, Profil Desa dan data
monografi desa. Namun dalam' hal
penggunaan data Tim Penyusun RKP
Desa Embala masih belum optimal
dikarenakan ketersediaan data sangat
terbatas. Data yang lemah
dikarenakan kurangnya data_yang
dimiliki ™, pemerintah- desa Embala,
serta kurangnya penggalian
informasi yang dilakukan oleh Tim
Penyusun RKP._Desa. Kurangnya
data ini juga dikarenakan data-data
yang ada tidak dikelola dengan baik.
Selain itu juga, koordinasi antara
Pemerintah Desa Embala dengan
instans pendidikan dan instans
pelayanan kesehatan di Desa Embala

masih belum terjalin dengan baik.
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1.2 L okakarya (workshop)
Lokakarya ini merupakan
pilihan cara untuk menemukan
permasalahan krusial (penting) yang
perlu dibawa ke Musrenbang desa.
Dalam  penyusunan  RKP-Desa
Embala tidak diadakan |okakarya
Sebelum dilaksanakannya
musrenbang desa. Ha ini
dikarenakan selama.ini masih adanya
sikap apatisme warga RT, sehingga
KetuaRT enggan untuk mengadakan
musyawarah RT. ‘Sikap apatisme
warga RT berimbas pada ketinggalan
informasi, sehingga sebagian besar
tidak mengetahui
musrenbang desa.

adanya

1.3 Pengamatan L apangan

Untuk  mengecek/verifikasi
dan _ memperbaharui (up-date)
data/informas -keadaan desa yang
penting.--untuk-—menyusun masalah
prioritas dan jprogram/kegiatan desa,
seringkali  dilakukan pengamatan
lapangan
kondisi riil diketahui. Dari hasil
diketahui dalam
Penyusunan RKP Desa tidak ada

peninjauan langsung dilapangan. Hal

(Observasi)  sehingga

wawancara

ini dikarenakan pertimbangan biaya,

dan dianggap merupakan suatu
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pemborosan. Selain itu juga menurut
sebagian pelaku perencana bahwa
observasi/pengamatan lapangan tidak
dilakukan dengan pertimbangan
bahwa pihak yang mempunyai tugas
mengkai desa sudah  cukup
memahami keadaan dan kondisi
desa.
2. Perumusan masalah

Perumusan masalah adalah
tahap lanjut dari tahap penyelidikan.
Data atau infermasi yang telah
dikumpulkan diolah sedemikian rupa
sehingga diperoleh gambaran yang
lebih lengkap, utuh dan mendalam.
Dari  hasil penditian, diketahui
identifikasl masalah dan potensi desa
dilakukan oleh tim dalam dua tahap.
Tahap pertama adalah membuat
masalah

berdasarkan data dan informasi yang

rancangan  identifikas
diperolen Tim Penyusun RKP pada
saat pengkajian kondisi desa. Tahap
kedua adalah ‘identifikasi masalah
dengan menjaring masalah  dari
peserta musrenbang desa sebagal
perwakilan dari masyarakat. Setelah
dilakukannya penjaringan masalah
melalui  forum musrenbang desa,
maka akan diperoleh identifikasi

masalah secara utuh, kemudian akan
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dipilah-pilah berdasarkan bidang-
bidang pembangunan yang ada
dalam RPIM Desa.
3. ldentifikasi Daya Dukung

Dadam masdah ini daya
dukung tidak diartikan sebagai dana
kongkrit (uang), melainkan
Keseluruhan aspek yang bisa
memungkinkan terselenggaranya
aktifitas dalam mencapai tujuan dan
target yang itelah ditetapkan. Dari
hasil pendlitian diketahui, bahwa
identifikasi daya dukung
dilaksanakan pada saat”musrenbang
desa bersama perwakilan
masyarakat. |dentifikasi daya dukung
dilakukan dengan cara
mengidentifikass masalah terlebih
dahulu, sehingga memudahkan untuk
untuk _menentukan  ketersediaaan
potensi dalam penyel esaian imasal ah.
Di Desa -Embala sendiri banyak
tersedia daya dukung,; namun daya
dukung tersebut tidak akan berfungsi
apabila tidak adanya daya dukung
kongkrit (uang). Daya dukung yang
tidak kalah penting juga adalah
dukungan dari masyarakat itu sendiri
bailk itu berupa swadaya dana
maupun gotong-royong, yang sampai
saat ini belum maksimal.

10
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4. Rumusan tujuan

Salah satu proses
perencanaan pembangunan adalah
menentukan dan menetapkan dengan
jelas maksud dan tujuan. Bahkan
sebelum memulai perencanaan perlu
diketahui terlebih dahulu tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai. Tujuan
adalah kondisi yang dicapai, sesuatu
keadaan diinginkan (diharapkan),
dan karenaitu dilakukan segjumlah
upaya untuk mencapainya. Untuk
menghasilkan program pembangunan
yang efektif, syarat-syaratnya adalah
sebagal berrkut:

1." Transparan, yaitu bahwa proses
dan mekanisme pengambilan
keputusan yang
diketahui dan dapat dipantau oleh
masyarakat. Ini dapat dilihat

dibagun

dalam tahap-tahap musrenbang
desa, dalam proses pengambilan
keputusan. melibatkan  seluruh
komponen masyarakat meskipun
tidak secara langsung:
Pengambilan keputusan
dilakukan melalui  perwakilan
sgja, bak itu perwakulan dari
RT, dusun, maupun lembaga

kemasyarakatan desa.
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2. Responsif, bahwa  program
pembangunan yang dihasilkan
lebih disebabkan adanya upaya
merespon apa yang menjadi isu
di masyarakat, bukan karena
pihak-pihak
tertentu sga. Ini dilihat dari

rancangan  dari

pelaksanaan musrenbang bahwa
ada usaha penjaringan masalah
oleh Tim Penyusun RKP Desa
Embaa  dalam
musrenbang desa, peserta
libatkan dalam kegiatan
identifikas masalal"yang ada di
Desa Embala
3. Partisipatif,

pel aksanaan

Keterlibatan
masyarakat men; adi satu
keniscayaan dalam pengertian
perumusan yang terjadi
dilakukan bersama dan ' selalu
memperhatikan masalah/isu yang
diangkat——oleh  masyarakat.
Dengan keterlibatan masyarakat
Desa Embala melaui perwakilan
masyarakat di tingkat RT dan
dusun serta dari  berbagal
komponen seperti dari
LPMD/PNPM MD, PKK, dan
lembaga adat dalam proses
musrenbang desa yang secara

otomatis masyarakat  Desa
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Embaa akan

peluang dalam memperhatikan

mempunyai

dan mengangkat isu-isu yang
berkembang pada masyarakat
sendiri.
Meskipun dalam absens

musrenbang Desa Embala tahun

Desa Embaa itu

2014 masih terdapat 7 orang
ketua RT vyang tidak hadir,
namun jumlah-yang hadir imasih
melebihisyang tidak hadir, yaitu
berjumlah 16 orang.

4. Akuntabel, ‘sepanjang seluruh
proses dilakukan secara
transparan, menjawab kebutuhan
dan. melibatkan  masyarakat

dalam berbagai tahapan, hasilnya

pasti dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan
dilaksanakanya musrenbang serta
isi Rencana Kerja Pembangunan

Desa Embala diketahui-dan dapat

dipantau ‘oleh masyarakat Desa

Embala, diadakannya

penjaringan masalah  daam

musrenbang desa, melibatkan
masyarakat melalui perwakilan

RT dan dusun serta lembaga

kemasyarakatan desa sehingga

hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan.

KRISTIANUS, NIM. E42010013

5. Penetapan langkah rinci
Penetapan  langkah-langkah
adalah proses menyusun apa sgja
yang akan dilakukan. Proses ini
merupakan proses membuat rumusan
yang lebih utuh, perencaaan dalam
sebuah rencana tindak. Berdasarkan
dokumen musrenbang desa tahun
2014 bahwa perencanaan masih
bersifat  usulan®, Dalam usulan
tersebut belum mempertimbangkan
sumbér daya keuangan, ™ karena
sumber pembiayaan™ yang berasa
dari jpemerintah pusat;” pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten
akan direalisasikan setelah
dilakukannya musrenbang” tingkat
kecamatan dan kabupaten. Meskipun
demikian adanya, didalam Rencana
Kerja_ Pembangunan Desa Embala
sudah memuat-rincian berupa jenis
kegiatan, -tujuan kegiatan, lokas,
sasaran, 'target, sifat (baru, lanjutan,
rehabilitasi,
pelaksanaan, biaya (jumlah dan

perluasan),  waktu

sumber) dan penanggungjawab.

6. Merancang anggaran
Perencanaan sebagai salah

satu fungs mangemen harus

mengetahui dan mempertimbangkan

modal atau sumber daya yang akan
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digunakan serta pengalokasiannya.
Dalam dokumen musrenbang desa,
rancangan anggaran terdapat dalam
dokumen dokumen Daftar Usulan
Rencana Kerja Pembangunan Desa
(DU-RKP Desa), dimana daam
dokumen tersebut terdapat usulan
rencana kegiatan  pembangunan
dikelompokkan dalam=5 (lima)
kelompok kegiatan, yaitu kelempok
kegiatan PKK sertasibu dan anak,
penguatan  kelembagaan, usaha
ekonomi  produktif (UEP), dan
pembangunan sarana dan prasarana.
Pembiayaan usulan rencana kegi'atan
pembangunan tersebut dapat berasal
dari swadaya masyarakat, ADD,
pihak ketiga, APBD Kabupaten,
APBD Provinsi, maupu APBN.

D.SIMPULAN
1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian
dan  pembahasan pada bab
sebelumnya maka penulis dapat
mengemukakan kesimpulan sebagal
berikut :
1. Penyelidikan yang dilakukan oleh
Tim Penyusun dalam pelaksanaan
penyusunan RKP-Desa belum

optimal. Proses penyelidikan

KRISTIANUS, NIM. E42010013

dilakukan melalui kajian
dokumen/data sekunder,
sedangkan lokakarya pra
musrenbang tingkat RT/dusun dan
pengamatan  lapangan  tidak
dilakukan. Dalam kajian dokumen
penggunaan data masih lemah
terkendala karena sebagaian data
yang diperlukan tidak tersedia.

. Perumusan masalah dalam rangka

penyusunan RKP Desa Embala
sudah baik, dan dilakukann dalam
2 tahap, yaitu: tahap perumusan
masalah yang dilakukan oleh
internal Tim Penyusun RKP Desa
dan tahap perumusan  masalah
bersama masyarakat dalam forum
musrenbang desa.

. Daam identifikas Daya dukung

belum optima karena dukungan
yang konkrit dan nyata berupa
uang-tidak -ada, sebab hasil dari
musrenbang pada  dasarnya
merupakan usulan” kegiatan yang
belum ada rdisas dananya,
sedangkan dukung yang
merupakan potens (akan ada atau
bisa diusahakan) ada, namun daya
dukung ini tidak dapat berfungsi
karena dukungan ini muncul kalau

ada dukungan yang berupa
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dukungan konkrit dan nyata sudah
ada dahulu.

4. Proses perumusan tujuan dalam
pelaksanaan penyusunan RKP
Desa Embala tahun 2014 sudah
baik dengan berlandaskan prinsip-
prinsip  transparan,
partisipatif, dan akuntabel.

5. Penetapan langkah-langkah rinci
sudah dilaksanakan dalam
penyelenggaraan
RKPi'desa Embala tahun 2014

yaitu dalam bentuk rincian usulan

responsif,

penyusunan

kegiatan-kegiatan pembangunan
yang sudah memuat kegiatan,
sasaran, penanggungjawab, dan
waktu pelaksanaan. Penetapan
langkah-langkah  rinci  hanya
masih bersifat rancangan sgja,
kecuali untuk kegiatan yang
pembiayaannya dilakukan oleh
dapat dikendalikan ditingkat desa.
6. Proses merancang anggaran sudah
dilaksanakan dalam
Penyelenggaraan Penyusunan
RKP Desa Embala tahun 2014,
yang diddam dokumen Daftar
Usulan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (DU-RKP
Desa) terdapat  pembiayaan

(nominal dan sumber) untuk
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setigp kegiatan pembangunan.
Namun, merancang anggaran
disini masih bersifat perkiraan
sgja, karena sebagian pembiayaan
pembangunan desa berasal dari
APBD Kabupaten, APBD
Provins dan APBN. Merancang
anggaran yang sesungguhnya
hanya khusus pada kegiatan yang
pembiayaannyaberasal dari ADD.

2. Keterbatasan Pendlitian
Kurangnya pemahaman

informan  tentang™ = perencanaan
pembangunan menjadi*kendala bagi
peneliti dalam menggali informasi
secara dalam. Keterbatasan lainnya
dari penulis sendiri sebab.ini adalah
pendlitian ilmiah yang pertamalkali
dilakukan oleh penulis sehingga
masih_terdapat banyak kelemahan
dan kekurangan dalam penulisan

skripsi ini.
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Ucapan terima kasih penulis
sampaikan kepada seluruh keluarga
besar Program Studi [Imu
Pemerintahan, Bapak dan Ibu Dosen,
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Provins Kalimantan Barat dan

semua pihak yang telah membantu

14

Program Studi llmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



dalam penyelesaian penulisan skripsi
ini. Ucapan terima kasih juga
diberikan kepada Pemerintah
Provinss Kalimantan Barat dan
Pemerintah  Kabupaten Landak,
khususnya kepada Pemerintah Desa
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dan data dalam proses penelitian.
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